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ABSTRAK 

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 
menyebutkan bahwa badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha 
perasuransian adalah berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Usaha Bersama 
(mutual). Dari 50 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, hanya Perusahaan 
Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 yang mempunyai status badan hukum usaha 
bersama (mutual) dan yang lainya berstatus Perseroan Terbatas (PT). Bahwa 
dalam hukum Indonesia dikenal dua macam badan usaha, yakni badan usaha yang 
termasuk badan hukum dan badan usaha yang bukan termasuk sebagai badan 
hukum. Status badan hukum yang dimiliki Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 
1912 tidak menjadi salah satu badan hukum yang diatur oleh sistem hukum 
Indonesia, sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjadi 
salah satu dasar yang menjelaskan status badan hukum yang dimiliki oleh 
Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.  

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 
research), yaitu dengan datang langsung ketempat penelitian untuk mendapatkan 
data dan informasi yang akurat, yang dalam hal ini dilakukan di Perusahaan 
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang berada di cabang Yogyakarta. 
Penelitian ini juga didukung dengan dengan mengkaji berbagai literatur yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Menggunakan berbagai teori seperti teori negara 
hukum, teori badan hukum untuk dapat mengkaji permasalahan status badan 
hukum yang dimiliki Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. 
Penyusun juga menjelaskan, menguraikan, dan menganalisisa sesuai dengan 
hierarki perundang-undangan sehingga mendapat kesimpulan mengenai status 
badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 
1912.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya menjelaskan tentang status yang 
dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Bahwa dalam 
pembentukan badan usaha penyelenggaraan usaha perasuransian badan hukum 
yang dapat melaksanakan salah satunya adalah berbentuk usaha bersama (mutual) 
yang ada setelah Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransin 
diundangkan. Sehingga status yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Jiwa 
Bersama Bumiputera 1912 adalah sebagai badan hukum yang telah diakui oleh 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.  
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MOTTO 
 

 
 

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain” 

 

“Karena sekecil apapun kebaikan atau keburukan yang kita lakukan, 

pasti semuanya akan kembali kepada diri kita” 

 

“..Karena tidak ada yang baik atau pun buruk, kecuali pikiran 

membuatnya seperti itu” 

-Wiliam Shakespeare 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini usaha asuransi sudah sangat berkembang pesat di 

Indonesia, banyak program yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan 

asuransi untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam hal ini pemerintah 

juga sangat berperan penting dalam mengatur perkembangan perusahaan 

asuransi di Indonesia, antaranya dengan mengeluarkan kebijakan-

kebijakan dan peraturan yang berkenaan tentang Asuransi, karena asuransi 

adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mendapatkan dana 

dari masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang dimaksud 

asuransi adalah: 

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan 
asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi 
oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (a) memberikan  
penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, 
kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung 
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau 
pemegang polis karena terjadiya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b) 
memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung 
atau pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau 
pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat 
besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan 
dana.”1  

 
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini mengatur secara detail 

hal-hal yang berkaitan tentang asuransi, salah satunya bentuk badan 
                                                           

1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2014 tentang Perasuransian. 
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hukum dalam Asuransi, yang dijelaskan dalam Undang Undang tersebut. 

Dijelaskan bahwa “Bentuk badan hukum penyelenggara usaha 

peransuransian adalah: (a) Perseroan terbatas; (b) koperasi; atau (c) usaha 

bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.”2 Hal 

ini menjadi acuan bagi setiap asuransi dalam menentukan badan hukum 

perusaahaan asuransi yang akan dikelola nantinya. 

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 76 

perusahaan asuransi umum, 50 perusahaan asuransi jiwa, 6 perusahaan 

reasuransi, 3 perusahaan asuransi wajib, dan 2 perusaahaan asuransi 

sosial.3 Dan dari 50 asuransi jiwa di Indonesia hanya terdapat 1 asuransi 

yang tidak berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yaitu Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912, Perusahaan tersebut berbentuk usaha bersama 

(mutual). 

 Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara badan usaha 

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), koperasi dan badan usaha 

berbentuk usaha bersama (mutual) di antaranya adalah landasan hukum 

yang berbeda, jika Perseroan Terbatas (PT) menggunakan Undang Undang 

No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, koperasi menggunakan 

Undang Undang No 25 Tahun 1992, sedangkan usaha bersama (mutual) 

hanya berlandaskan pada Undang Undang No 40 Tahun 2014 tentang 

                                                           
2
 Ibid,. Pasal 6 ayat (1).  

3
 Anonim, “Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Jiwa,  Reasuransi,Asuransi Wajibdan 

Asuransi Sosial”, http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-
Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi-Sosial.aspx 
diakses  pada tanggal  23 Januari 2017 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi-Sosial.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi-Sosial.aspx


3 

 

 

 

Peransuransian, belum ada Undang Undang yang mengatur secara khusus 

mengenai usaha bersama (mutual). Perbedaan yang lainya juga terdapat 

pada pemilik modal dalam perusahaan peransuransian, jika dalam 

Perseroan Terbatas (PT) pemilik modal adalah pemegang saham dalam 

perusahaan asuransi tersebut seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) 

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, begitu 

juga dengan kerugian yang diderita, jika terdapat kerugian pihak yang 

bertanggung adalah para pemegang saham. Dalam koperasi pun pemegang 

kekuasan dalam koperasi adalah rapat anggota, badan hukum ini adalah 

badan hukum yang berlandaskan dengan asas kekeluargaan, sedangkan 

dalam usaha bersama (mutual) pemilik modal adalah para anggota atau 

pemegang polis, sehingga jika terdapat kerugian pun yang harus 

menanggung juga para pemegang polis.  

Menanggapi hal tersebut, menjadi perhatian khusus mengenai 

badan usaha yang berbentuk usaha bersama (mutual), karena tidak ada 

undang-undang khusus yang mengatur tentang bentuk usaha tersebut, dan 

hal ini menyebabkan tidak ada kekuatan hukum atau hukum yang 

mengikat bagi badan usaha tersebut sehingga tidak adanya kepastian 

hukum pula untuk badan usaha bersama (mutual) atau bahkan kesamaan 

kedudukanya dengan badan hukum asuransi yang lain. Terlebih bahwa 

dalam sistem hukum Indonesia, Indonesia hanya mengenal dua jenis badan 

usaha, yakni badan usaha yang termasuk badan hukum dan badan usaha 
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yang bukan termasuk badan hukum, dan badan usaha bersama (mutual) 

tidak termasuk dalam dua bentuk badan usaha tersebut. 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah satu-satunya 

perusahaan asuransi yang berbadan hukum usaha bersama (mutual). 

Keberadaanya yang sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu membuat 

Perusahaan tersebut memiliki banyak pemegang polis, tidak heran 

sehingga Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 masih eksis hingga 

sekarang, namun ketika himbauan pemerintah untuk mengubah 

perusahaan asuransi menjadi Perseroan Terbatas (PT), Asuransi Jiwa 

Bumi Bersama Bumiputera menolak himbauan tersebut untuk beralih 

badan hukum menjadi perseroan Terbatas (PT).4   

Beberapa tahun lalu Mahkamah Konstitusi memutus pengujian 

Pasal 7 (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha 

Peransuransian yang saat ini telah diganti dengan Undang Undang Nomor 

40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, pengujian tersebut diajukan oleh 

beberapa pemegang polis Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 

1912 sebagai pemohon, alasan pengujian yang dimohonkan oleh beberapa 

pemegang polis Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 

adalah berhubungan dengan belum adanya undang-undang yang terkait 

badan usaha yang berbentuk usaha bersama (mutual), hal inilah yang 

kemudian memunculkan ketidakpastian hukum terhadap badan hukum 

                                                           
4
 Aditia Voviansyah,”Asuransi Bumiputera Menolak Jadi Badan Hukum 

PT”,https://m.tempo.co/amphtml/read/news/2013/01/28/090457410/asuransi-bumiputera-
menolak-jadi-badan-hukum-pt di akses pada tanggal 19 Januari 2017 . 

https://m.tempo.co/amphtml/read/news/2013/01/28/090457410/asuransi-bumiputera-menolak-jadi-badan-hukum-pt
https://m.tempo.co/amphtml/read/news/2013/01/28/090457410/asuransi-bumiputera-menolak-jadi-badan-hukum-pt
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yang berbentuk usaha bersama (mutual). Karena badan hukum yang 

dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah 

berstatus usaha bersama (mutual), yang pada dasarnya tidak dikenal di 

Indonesia, namun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian telah mengatur secara tersendiri tentang status yang dimiliki 

oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. 

Badan hukum usaha bersama (mutual) adalah badan hukum yang 

cukup asing di Indonesia, badan hukum ini tidak dijelaskan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) maupun Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD). Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera 1912 adalah satu-satunya perusahaan yang telah hadir 

sebelum negara Indonesia merdeka, izin yang didapat pada waktu itu pun 

diberikan oleh zaman pemerintah hindia-Belanda, sehingga banyak yang 

mungkin tidak relevan dengan zaman-zaman berikutnya. Salah satunya 

mengenai status badan hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera 1912. 

Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji bagaimana status badan 

hukum yang ada pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 

1912 dan bagaimana dasar hukum yang mengatur tentang badan usaha 

bersama (mutual) di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mengingat 

bahwa pemegang saham dalam badan usaha bersama (mutual) adalah 

segenap pemegang polis di perusahaan asuransi tersebut. Demikian,  

penelitian ini dituangkan dalam judul “Status Perusahaan Asuransi Jiwa 
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Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2014 Tentang Perasuransian”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara khusus rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana status hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera 1912 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Perasuransian?  

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah  sebagai berikut : 

a. Mengetahui status hukum yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi 

Jiwa Bersama Bumiputera 1912. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah : 

a. Secara teoritis, pembahasan terhadap permasalahan sebagaimana 

diuraikan diatas diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

keilmuan dibidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan menjadi 

referensi keilmuan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perdata.  
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b. Secara praktis, dapat menjadi pertimbangan hukum bagi Asuransi 

Jiwa Bersama Bumiputera 1912  terhadap status hukum 

Perusahaan tersebut ditinjau dari Undang-Undang Peransuransian. 

 

D. Telaah Pustaka   

Setelah dilakukan penelusuran literatur yang terkait dengan status 

perusahaan, ditemukan beberapa tulisan yang berkenaan dengan penelitian 

yang penulis teliti, yaitu karya pertama adalah karya tulis skripsi milik 

Andri Wartono A.S yang berjudul “Bentuk Usaha Bersama Asuransi Jiwa 

Pada Perusahaan Bumiputera 1912 (Bumiputera 1912 Mutual Life 

Insurance Company).”5 Skripsi ini menjelaskan bagaimana bentuk usaha 

bersama yang ada pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dan 

pada skripsi ini dijelaskan bahwa bentuk usaha bersama dapat diakui 

bentuk badan hukum karena didasarkan pada analogi dari bentuk badan 

hukum lainnya. 

Perbedaan karya tulis ini dengan karya tulis penulis adalah pada 

dasar hukum yang mengatur tentang bentuk usaha bersama, jika pada 

karya tulis skripsi tersebut lebih meninjau pada bentuk usaha bersama 

yang disimpulkan sebagai suatu badan hukum, sedangkan penulis ingin 

                                                           
5
 Andri Wartono A.S “Bentuk Usaha Bersama Asuransi Jiwa Pada Perusahaan 

Bumiputera 1912 (Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company), skripsi Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga Surabaya. 
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lebih meninjau status badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan 

Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912. 

Karya kedua adalah karya tulis tesis milik Vivien Abdriani, yang 

berjudul “Pelaksanaan penyelesaian klaim Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera 1912 cabang Semarang.”6 Tesis ini menjelaskan bagaimana 

pelaksanaan penyelesaian klaim itu dilakukan oleh Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera 1912 dan pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 

1912. Perbedaan karya tulis ini dengan karya tulis yang disusun oleh 

penulis adalah bahwa penulis ingin mengkaji status badan hukum yang 

terdapat pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912.  

Karya ketiga adalah karya tulis skripsi yang ditulis oleh Yussela 

Wulan Fitriana yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Asuransi 

Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 

Jember.”7 Skripsi menjelaskan tentang bagaimana bentuk perlindungan 

hukum yang diberikan terhadap tertanggung oleh Asuransi Unit Link 

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember. Bahwa 

perlindungan hukum yang dilakukan oleh Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera 1912 Jember adalah sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 

Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha asuransi, dan sesuai dengan 

                                                           
6
 Vivien Andriani “Pelaksanaan  Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang”, Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 

7 Yussela Wulan Fitriana “Perlindungan Hukum Terhadap Asuransi Unit Link Pada 
Perusahaan Asuransi JiwaBersama Bumiputera 1912 Jember”, Skripsi Fakultas Hukum 
Universitas Jember. 
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Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

Perbedaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah penulis adalah pada objek 

yang menjadi pokok penelitian, bahwa peneliti hanya ingin mengkaji 

bagaimana status hukum yang ada pada Perusahaan Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912.  

E. Kerangka Teoretik  

1. Teori Negara Hukum 

Negara Indonesia adalah negara hukum.8 Yang dimaksud dengan 

negara hukum adalah suatu  sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan 

hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu 

konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang 

diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, 

sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang 

berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, 

tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan 

kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu 

prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak 

sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada 

rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perananya secara 

demokratis.9 

                                                           
8 Pasal 1 ayat  (3) Undang Undang Dasar 1945 

9
 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern(Rechtstaat),(Bandung: Refika 

Aditama,2011),  hlm. 3 
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Perlindungan terhadap hak-hak rakyat merupakan unsur utama dari 

suatu negara hukum, di samping unsur-unsur lainya. Secara lebih 

terperinci, unsur-unsur minimal yang penting dari suatu negara hukum 

adalah sebagai berikut: 

a. Kekuasaan lembaga negara tidak absolut. 

b. Berlakunya prinsip trias politica. 

c. Pemberlakukan sistem checks and balances. 

d. Mekanisme pelaksanaan kelembagaan negara yang demokratis. 

e. Kekuasaan lembaga kehakiman yang bebas. 

f. Sisitem pemerintahan yang transparan. 

g. Adanya kebebasan pers. 

h. Adanya keadilan dan kepastian hukum. 

i. Akuntabilitas publik dari pemerintah dan pelaksanaan prinsip good 

governance. 

j. Sistem hukum yang tertib berdasarkan konstitusi. 

k. Keikutsertaan rakyat untuk memilij para pemimpin di bidang 

eksekutif, legislatif, bahkan juga judikatif sampai batas-batas tertentu. 

l. Adanya sistem yang jelas terhadap pengujian suatu produk legiskatif, 

eksekutif maupun judikatif untuk disesuaikan dengan konstitusi. 

Pengujian tersbut dilakukan oleh pengadilan tanpa menyebabkan 

pengadilan menjadi super body. 

m. Dalam negara hukum, segala kekuasaan negara harus dijalankan sesuai 

konstitusi dan hukum yang berlaku. 
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n. Negara hukum harus melindungi hak asasi manusia. 

o. Negara hukum harus memberlakukan prinsip due process yang 

substansial. 

p. Prosedur penangkapan, pengeledahan, pemeriksaan, penyidikan, 

penuntutan, penahanan, penghukuman, dan pembatasan-pembatasan 

hak-hak si tersangka pelaku kejahatan haruslah dilakukan secara sesuai 

dengan prinsip due proses yang prosedural. 

q. Perlakukan yang sama di antara warga negara di depan hukum. 

r. Pemberlakuan prinsip majority rule minority protection. 

s. Proses impeachment yang fair dan objektif. 

t. Prosedur pengadilan yang fair, efisien, reasonable, dan transparan. 

u. Mekanisme yang fair, efisien, reasonable, dan transparan tentang 

pengujian terhadap tindakan aparat pemerintah yang melanggar hak-

hak warga masyarakat, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara. 

v. Penafsiranya yang kontemporer terhadap tindakan konsep negara 

hukum mencakup juga persyaratan penafsiran hak rakyat yang luas ( 

termasuk hak untuk memperoleh pendidikan dan tingkat hidup 

kesejahteraan), pertumbuhan ekonomi yang bagus, pemerataan 

pendapatan, dan sistem politik dan pemerintahan yang modern. 

Apabila unsur-unsur tersebut banyak yang tidak terpenuhi, baik dalam 

konstitusi, dalam undang-undang, termasuk juga tidak terpenuhi dalam 
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praktik hukum (law enforcement), maka sulit negara yang bersangkutan 

disebut sebagai “negara hukum.”10 

2. Badan hukum  

Badan hukum adalah badan yang memiliki harta kekayaan terlepas 

dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum – 

mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, 

mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-

kewajiban – seperti yang dimiliki seseorang.11 

 

3. Perseroan Terbatas  

Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah: 

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah 
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta 
peraturan pelaksanaanya”. 12 
 

                                                           
10 Ibid,.  hlm. 10. 

11 Chidir Ali, Badan Hukum, cet Ke-2 (Bandung:Alumni,1991), hlm. 4. 

12
 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  



13 

 

 

 

Yang dimaksud dengan Persekutuan modal adalah persekutuan yang 

mengutamakan terkumpulnya modal sebanyak-banyaknya dengan cara 

menjual saham.13 

4. Koperasi  

Bapak Margono Djojohadikoesoemo14 dalam bukunya yang berjudul 

“10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa:” Koperasi ialah 

perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri 

hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.”15 

Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat diterangkan 

sebagai berikut: 

a. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi; 

b. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai 

apa yang diinginkan; 

c. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-

pertimbangan ekonomis.16 

                                                           
13

 Man S.Sastrawidjaja, Rai Mantili, Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-
Undang,(Bandung:P.T Alumni,2010),hlm.15. 

14 Beliau adalah inspektur koperasi pada Cooperatie en Binnenlansche Handel di 
Departement van Economische Zaken di Batavia (Jakarta). Beliau juga pendiri dari Bank National 
Indonesia (BNI). 

15
 Hendrojogi, Koperasi:Asas-asas, Teori, dan Praktik,(Jakarta:PT rajaGrafindo, 2007), 

hlm 21. 

16 Ibid. 
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Prof. R.S. Soeriaatmadja17, dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia memberikan definsi koperasi sebagai berikut : 

“Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar 
persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan 
agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi 
kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.”18 

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian yang dimaksud dengan koperasi adalah : 

“koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan asas kekeluargaan.”19 

 

5. Usaha Bersama (mutual) 

Usaha bersama (mutual) adalah merupakan persekutuan orang yaitu 

kebersamaan para anggota yang dengan tujuan mensejahterakan 

seluruh anggotanya.20 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang 

metode yang digunakan dalam penelitian.21 Pemilihan dalam metode 

                                                           
17 Beliau adalah guru besar pada FEUI. Menjadi dekan pada tahun 1962-1964 dan 

terakhir beliau  menjabat sebagai Rektor Universitas Padjadjaran di Bandung. 

18
 Ibid., hlm. 22. 

19
 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 

20 Dijelaskan dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang pengujian yang 
diajukan oleh beberapa pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang pasal 7 
ayat (3) Undang Undang no 2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian, yang saat ini telah diganti 
dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014. 
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penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan hasil dan data 

yang maksimal. Penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), 

melakukan penelitian secara langsung ke lapangan di Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912 guna mendapatkan data yang valid dan 

akurat. Yang pada kali ini dilakukan di Perusahaan Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat.22 Dalam 

penelitian ini penulis ingin menggambarkan bagaimana status hukum 

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. 

3. Sumber Data 

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

lapangan, adapun data primer dalam penelitian  ini berasal dari 

Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912. 

Data sekunder adalah data yang dapat mendukung data primer, 

yang kali ini berupa sejumlah UU, seperti Kitab Undang-Undang 
                                                                                                                                                               

21 Sulistyo Basuki, Metode Penelitian,(Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 93. 

22
 Sukandarrumidi, Metode Penelitian, Cet- Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2012), hlm. 104. 
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Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang 

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,Undang Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang 

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 

4. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumen. Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang 

ditulis atau dicetak yang berupa surat, buku dan dokumen-dokumen, 

dalam pengumpulan data interaktif, peneliti menemukan dokumen ini 

pada sisi atau partisipan menawarkan untuk membagi rekaman atau 

dokumen kepada peneliti.23Adapun pihak yang dimintai data atau 

dokumen dalam penelitian ini adalah Perusahaan Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912. 

Dalam penelitian ini juga mengumpulkan data dengan 

menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab, 

sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview quide (panduan wawancara).24 Adapun pihak yang akan 

diwawancarai dalam penelitian ini adalah pimpinan dari Perusahaan 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Yogyakarta. 

                                                           
23

 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian, (Bandung:Refika Aditama,2012),  

24 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cet. Ke-7,(Jakarta:Ghalila Indonesia, 1998), hlm.194. 
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Pengumpulan data selanjutnya juga didapatkan dengan cara 

mengumpulkan berbagai data sekunder yang berupa Undang-undang 

yang kemudian dianalisis dengan data dari dokumen, bagaimana 

hukum mengatur status Asuransi di Indonesia. 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.25 Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif 

dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif, yakni pola 

berpikir yang bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat umum, dan 

menarik kesimpulan yang bersifat khusus.26 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam penyusunan penelitian yang berjudul “Status Perusahaan 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau Dari Undang Undang 

Peransuransian” , penulis akan menyusun sistematika pembahasan menjadi 

beberapa bab sebagai berikut : 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah 

                                                           
25 Ibid,. hlm. 346. 

26
 Sukandarrumidi, Metode Penelitian, hlm. 40. 
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pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan 

yang merupakan gambaran mengenai keseluruhan penelitian yang akan 

penulis susun.  

Bab kedua memaparkan tentang penjelasan status badan hukum 

Asuransi ditinjau dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Peransuransian. 

Bab ketiga berisi tentang gambaran objek penelitian, yaitu 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. 

Bab keempat berisi tentang penulis yang menganalis status hukum 

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang dikaitkan 

dengan Undang Undang Peransuransian. 

Bab kelima adalah bab terakhir yang terdapat pada penelitian ini. 

Bab yang akan  terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Dimana penulis 

akan menyimpulkan hasil-hasil yang telah diperoleh dalam penelitian dan 

akan menuliskan saran-saran demi perbaikan penelitian kedepan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 

Dalam pembahasan dan penjelasan dalam penelitian ini maka dapat 

diketahui mengenai status badan hukum Perusahaan Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912  ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2014 tentang  Perasuransian. Bahwa status badan hukum 

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 diakui bentuknya 

sebagai badan hukum usaha bersama (mutual) sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 

 

 

B. Saran  

Hendaknya pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang 

tersendiri yang mengatur tentang badan hukum usaha bersama (mutual), 

sehingga agar badan hukum berbentuk usaha bersama (mutual) 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan mempunyai kesetaraan 

hukum dengan badan hukum yang lain di amanatkan oleh Undang-undang 

nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Terlebih Mahkamah 

Konstitusi telah memutuskan pengujian perkara Nomor 32/PUU-XI/2013, 
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dan salah satu putusnya bahwa badan hukum usaha bersama (mutual) tidak 

sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak mempunyai Undang-

Undang sendiri yang mengaturnya secara khusus. 

Hendaknya pula dari pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera 1912 juga mengadakan sosialisasi untuk mentransformasikan 

mengenai status badan hukum yang dimilikinya, baik untuk masyarakat 

secara umum atau pemegang polis secara khusus. Dilihat karena memang 

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mempunyai bentuk 

badan hukum yang berbeda dengan perusahaan yang lain. 
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